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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN, EVALUASI,
PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM,
PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM,
PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH,
DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.20.UM.01.01-4668
NOMOR : 100.3.T.AM777/NK.T.Pem/2025

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima
bertempat di Singasana, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

. EEM NURMANAH . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
Republik  Indonesia  Nomor  M.HH-
21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang
FPemberhentian Dari Jabatan Manajenal Dan
MNon Manajerial Serta Pengangkatan Dalam
Jabatan  Manajerial di  Lingkungan
Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Kementarian Hukum Bali, berkedudukan di
Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar,
selanjutnya disebut PIHAK KESATLU.
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Il. | KOMANG GEDE SANJAYA :  Bupati Tabanan, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia
Nomor ; 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal
28 Januari 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan ‘Wakil
Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030
yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor
18 Tabanan, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut di atas, sah bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Tabanan selanjutnya disebut sebagal PIHAK
KEDUA.,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendin disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kemeantarian Hukum di Provinsi Ball yang
berada dibawah dan bertanggunggjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia;

2. PIHAK KEDUA adalah |embaga pemerintahan yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang,

3. PARA PIHAK telah melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Nota
Kesepakatan Nomor W.20.HN.01.12-4148 dan Nomor 415.4/KB-T.Pem/07/VIL2020
tertanggal 21 Juli 2020, tentang Kera Sama Penguatan Kapasitas Pelaksanaan
Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, Pembentukan Produk Hukum Daerah dan
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Pengembangan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 21
Juli 2025; dan
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4. Dengan berakhimys jangka wakiu Mota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
angka 3 dan terdapat perubahen atas tugas, fungsi dan kewenangan PIHAK
KESATU maka perlu dilakukan psnyesuaién atas pelaksanzan Mota Kesepakatan
tersebut,

Berdasarkan hal-hal teraebul diatas, sesudi dengan kedudukan masing-masing,
PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Mota Kesepakatan tentang
pambentukan produk hukum daerah, pemantzuan, evaluas, pembudayaan hukun,

_penyuluban, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan Jaringan dokumenlas!
dan informasi hukum, pengukuran kinera pembangunan dan reformasi bukum di
dazrah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perdindungan dan
paﬁgnlulaan kekayaan inlelektual dengan ketenluan dsn syeral-syarat sebagai
berkut.

Fagal 1
DASAR HUKLIEA

1. Undangndang Nomoe 39 Tahun 2008 lenlang Kementerian MNeqgara {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Megara
Republk Indonesla Momor 4918) sebagaimana telah diubsh dengan Undang-
Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 39
Tahurn 2008 tentang Kementerian Megara {Lembaran Negara Republik Indonsgia
Tahun 2024 Momor 225, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor
GaL4);

2. UndangIndang Nonmor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
FPerundang-Lindangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor &2,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomar 5234) sebagaimana tatah
diubah beberapa kali, terakhir dengan ‘Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 fentang
Fembentikan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Reptiik Indonasia
MNomor 6801}

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Femerintahan Daerah (Lembaran
Negam Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Megara
Republk Indonesia Momor 5587) sebagaimana telah divbah beberapa kali, terakhir
gengan Undang-Undang Nemor € Tahun 2022 tentang Penstapan Peraturan
Pamerintah Pengganti Undang-LUndang Momor 2 Tahun 2022 tBntang Cipta Kerja
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3.

o.

Menjadi LUndang-Lindang (Lembaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Repubtii |ndonesta Mamar 6858);
Undang-Undang Namor T Tahun 2024 fentang Kabupalen Tabanan Provinsl Bali
iLembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 7018); '

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Karja $ama Daarah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 27, Tambahan Lembaran Megara
Repulik Indonesta Nomor 6218]; |

Paraturan Presiden Nomoe 138 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara Kablnet Merah Puth Perinde Tahun 2024-2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomer 249);

Peraturan Presklen Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kermenierian Hukum {Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomer 351);

Peraturan Presiden MNomor 33 Tahun 2012 tenthng Jaringan Cickumentasi dan
Informasi Hukum Masional (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2012
Nomar B2

Peraturan Mentel Hukum dan Hak Asasi Manosla Momaer 8 Tahun 2019 terdang
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukumn (Berite Megara Republlk
Indonesla Tahuh 2019 Namaor 892),

10, Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kedja

Sama Daerah dengan Dasrah Lain dan Kerga Sama Daerah dengan Pihak Ketkga
(Berta Mepara Republik Indaresia Tahun 2020 Nomer 371):

11. Peraturan Menteri Hukum Nomer 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kera

Kemenlertan Hukum (Berlla Negara Republik Indenesia Tahun 2024 Momor 332);

12. Peraturan Menteri Hukum Namer 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kena

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republlk indonesta Tahun 2024
Nomar §12);

13, Peraturan Baerzh Nomaor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan

Ferangkat Caerah {Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nemor 13) sebageimena telah
diubab beberapa kaf, lerakhir dengan Peraturan Daerah Momor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 20156 tentang
Pemberlukan dan Susunan Peranghkal Daerab {Lembaran Daerzh Kabupaten
Tabanan Tahun 2024 Nomar 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Tabanan
Momer 1};
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14, Parmaturan Bupati Tabanan Namar 9 Tahun 2021 temtang Pendglegasian Wewenzang
kepada Pimpthan Perangkat Daerab, untik Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Daerah {Berita Daerah Kabupalen Tabanan Tahun 2021 Nemar 9):

Pa=al 2
MAKSUD DAN TLLIUAN

f1} Maksud Nota Kesapakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak PARA PIHAK
untuk mewyjudkan kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatian
potensi yang dimiliki okeh masing-rmasing PIHAK dan aaling mengumunghkan.

(2} Tujuan Mota kesapakatan Ini sebagai kerangka atau landasan PARA PIHAK untuk
melakukan Ketja Sama dalam mendukunp pelaksanaan pembentukan produk
hukum daerash, pemantauan, evalrasl, pembudayaan hukurm, penyclubsan,
konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumenfasi dan
informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di
daerah, dan pelayanen adminkstras! hukum omum seta pedindungan dan
pengelolaan kekayaan infelekiual.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

{1} Ruang Imgkup Nota Kesepakatan ini melmuhi;
a. pembentukan praduk hukumn dasrah;
b. pemantauan, evalussi, pembudayzan hukum, penyulehan, konsultasi, dan
bantuan hukurn;
¢. pengambangan jaringan dokumentasi dan infarmasi hukun;
d. pengukuran kinefja pembargunan dan reformasi hukum di daerah;
. petavanan adminsiras: hukum urmum; dan

¥

F. perindungan dan pengelolaan kekayaan inlelkektual,

(2) Pelaksanaan keglatan perbdungan dan  pengeickaan  kekayaan  intelekfual
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf f, dilakukan |uga terhadap pemenuhan
hak penyandang disabliitas dalam memperpleh perindungan dan pangeklzan
kekayaan intelekiual,
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{3} Pelaksanaan kegialan sesuai ruang lingkup sebagaimara dimaksod pada ayat (1)
dilaksanaken oleh PARA PIHAK sesual dengan kewenangan yang dimiliki olah
masing-masing PIHAK,

Pazal 4
PELAKSANAAN

{1} PIHAK KESATU akan melaksanakan kegiatan sesual ruang lingkup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1}, dengan pelaksanaan sebagai berit;

a. membanty memfasiitagi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, batk darl
perencanaan sampai dengan penyebarluagan informasi terkait produk hukum
da-araﬁ:

b. memfasiiitasi kegiatan pemantauan, eveluasi, pembudaysan hukurm, peryuluban,
konsultasi, dan bantuan hukumn;

. fasilitasi pengembangan jaringan dekumentasi dan infommasi hukum;

d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukom di Kabupaten
Tabanan;

. fasilitasi dan kpordinast pelayanan administrasi hukum umum; dan

I. peflindungan dan pengelolaan kekaysan intelakiual.

{2) PIHAK KERUA akan melaksanakan kegiatan sesual ruang Ingkup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan pelaksanaan sebagai berikut:

a. menyiapkan dan menyediakan seqala bentuk adminietrasi dan  kebuduhan
termasuk pendanaan terkait palaksanaan kegistan sesual lngkup kegiatan
sehagaimana dimaksud dalam Paszal 3 ayat {13;

b. menyusun perencanaan pelaksataan kegiatan sesuai nuang lingkup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1];

& metaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan hen'v.ampuan. sumber daya
manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan

d. melakukan kegiatan [ain khususnya kegiatan yang mandukung lingkup kegiatan
sebagaimana dimaksuwd dalam Pasal 2 ayat (1),

(3) Pelaksanaan kegiatan eebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2)
dilaksanakan dengan tetap bemedoman pada kefentuan peraiuran perundang-
undangan dan fungsi koordingsi diantara PARA PIHAK.
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{4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} akan dilaksanakat
berdasarkan rencana kerja palaksanaan kegiatan sebagamana tercanlom dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpieahkan dari Nota Kesepakatan ini,

(5) Untuk rmelaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat {3},
PARA PIHAK dapat menunjuk, manguasakan, danfatau menugaskan unit kerja
PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian
Kerja Sama

Pasal &
JANGKA WAKTU

(1) Mota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung
sejak diandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan
PARA PIHAK.

(2) Apabila salah safu PIHAK hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka
FIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulia kepada PIHAK Iainnya paling

lambat 2 ({liga} bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan
PARA PIHAIL

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebage] aklbat dan Mcoia Kesepakalan ini dibebankan kepada
PARA PIHAK scsuai dengan kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK zeria
berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paaal 7
LAIN-LAIN

(1) Sebap perubshan danfatau penambahan Mota Kesepakatan ini harus mendapat
persefujuran dari PARA PIHAK dan 2akan  dituangkan dalam  dokumen
tertulisfaddendum yang menupakan satu kesaluan yang tidak terpisahkan dari Mota
Kesepakatan ini,

{2) Nata Kesepakatan ini dapat dibatatkan atau batal deml hukum apsbila terdapat
ketentuan peraturan  perundang-undsngan  atay  kehifakan pemerinlah  yang
menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
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(3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota
Kesepakatan Ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati PARA
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(4) Segela perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan
ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah dan koordinasl.

(5) Mota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan
mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di
lembaga masing-masing.

Pasal 8
PENUTUP

Mota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan
tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2
(dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan
hukum yang sama.
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LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR : W.20.UM.01.01-4668

NOMOR : 100.3.7.1MTTT/NK.T.Pem/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN,
EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI,
DAN  BANTUAN  HUKUM, PENGEMBANGAN  JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMAS| HUKUM, PENGUKURAN KINERJA
PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN
PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMuUmM SERTA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI DAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

BUB TUJUAN BABARAN OUTFUT RINCIAN TUGAS PARA FIHAK UNIT EERJA KENDHALA BTRATEM HKET
HEGIATAN | PELAHSANA
Pihak I | Pihak I PFihak [ Pihak I |
Freilitns | Terlmmlitaniny | Peranghat dumkbaty 1. Memberikan | Menerima | Kantor Pemerintah | Adsnya Motioe Bebagal
Penyusunan | & Dinernh din produk e mpirgEn pendampan | Wilayah Kabupaten | permasalshan | pendempogen | tenaga nhli
Froduk | pembenmkan | Masyarakat hukoam yeng dlalam gan dalpm | Kementeria | Tabanan dalam ke kanwilkam | dalam
Huloim | prodik digusiin oL Bl RS peryusina | 1 Huokusn | melalisi petiyiEi Ak Bali dakarm preTV LIS T
| huboam daerah produlk | n produok Biali Hagian produk hukom | pembentubnn | produk
Tviafenimn M keiem; enlaiui Hukum darrah prociuk hukum | hakum
Daerah: dan I dnm i Setdn Derah
2, Memianiiiasi |3,  Menerima Peraiuran Kaknpaten

peembeentuknm i [amlitas Perindang- | Tabanam

produl leegiatan undangnn

hukiem pebeniuka | dan

dioereh, dari n produk Pembdnann

tahapan ‘ bl Hulouam

[eErETCATRAR daerat

sRmpE
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SUB TILIUAN BARAFAN OUTFUT HEINCIAN TUGAS PARA FIHAK UNIT KERJA KENDALA STRATEGIT
HEGIATAN PELANEANA
Pikak 1 Pihak II Pihak 1 Pikak IN
penyebariiasa
n, termasuk
mislakennakan
hnrmonisasi
Produle
Hukum
Diearah sesuad
dengan
keteniuan
[PEr AL
perindang-
undangnn,
Pemantaian, Terwjudnya Perangkat |, Pelaksanan | 1. Menpebariuns | 1. Menyebariua | Ksnior Pemenntah | Kummngnym Kanwil Kl
evaluns, kesadarmn Duserab dim 1 Keliuargs kar informasd akin Wilayah Babupaten | penyesran Hemenleriam Kementerian
pembudayenn | hukum dan Mesymralost Spmiiar teThenmit informsi Kementerin | Tabanan informmsi Haukum Bali Hukom Bali
huikee, akets headikan Huikum; pelakaanmsan teskait Hukum | melaha ter kit e lalankan e kaknikan
penyubibann, mkan bantoan 2. Terbeniikn peEmnmbnie, prelasisan mmm BEaginn pelaksanann Eerjusima don | pendaenping
e, bk, b evidizan, pemantauan, | ol Hulkarm PeEmENtEIED, kpardunasl an
g Derityhigy Prsdyisliu e iy el el Betdn evalisng peliksiiisan
huloum hmmdes hulm. pembudayma | Peraturan Kabupaten pembudayasm pemantaaan,
diselurh i r ke, Ferundang- | Tabanan huknam, eyaloasd,
Dle=an i konsultasi dan Fepyuluhan, | undangmn Peryuluhan, pembadayaan
Kiabwu paten hanixan komsuitasi konsnitesl dan | hokoam.
Tabwnan; Frikiim; dady bantian | Pemlbdnasn baniuan
1. Temangkau | & Mendorong baloym; Hulkum hukum kenmesu ltasd dan
1iyE akses pembeniukan | 2. Mendarong bEmTER
leymoan Posymnkumba pembentulc b kzm
haniuan madea n
hualowm diselirsh Posyankumb
iratie bagl Dipan di amdes
Masyurakat Kabupaten disehirub
mislcin di Tabsnayn; dem Dresn di
Takanan 3. Memlilitasi Habupaten
akses layanan Tabwrmn;
banian dan
huknm gratis 3. Memlnilras
bhag Aknes
eisdn i bantuan
Tabaman hukam
gratis bagi
Masyarakat
milskoin i
]EIII.H:I
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HKEGIATAN PELAKSANA
Fihak [ Pihak [ Plhak 1 Pilalk I
A, | Jaringan Fenvediann Perangkat | Tatn Keloln | Meminsilitns Menyedinkann | Kantor Pemermiah | terknit produk | Kanwil Mohan
Duloumeniaal | informaal [aerah, Jaringan pelaksanaan tats | sarana dan Wikayah Eahuparen | hukum vangdi | Kementertan pentamping
fam hulim yang | Masvorakad | Dobimentas | leslola JONH | prasirasa Kementerin | Tabanan uplowsd di Huiloum Hali an dari
Infermasl bemghkap dan Hukum yang | sesum ketentonan | yang n Huloum mednlui webmite JIHH | melaloulon Karwnl
Hutkum aadish halk dan pEratiran mendubng Bali Baglan st termdl pernhE AR HKementeriah
dinkses Jumlak perundang- melahui Huoloum kendaln pada Hukum Hah
Bk o kil produk LA SJEH wang D Beida Jarisigan
bukum yang biadk, dan Perafuran Enbuapaten
diakaes mewnjudkem Perundang- | Tehanan
dalam JTHH Tuta Eelola timidangngy
JJOH sesue dan
dengan Pemxnanm
krtentizan Huzkeim
peramLran
perundang-
unsangan
4 Pengubkuran | Tersnyudnys Perangkar Kepaiuhan 1. Menvebariuas | Menyediakan Eantor Pemerintaly | Kursngnya Ennwil Maohaon
kinera kepatuhan Deerab dan | dan uksisan kan informeasi | sarana dan Wilayah Eabupaten | penvebarluesa | Kemenlergan pefidamping
pembangunn | den wkuman mEsyErEket kmierjm terhoadt PrasarasE Kementerin | Tabmnam o informmas Hudoum Bali mn dari
1 dan kdneria pembiangung wang n Huloum miedalui terkonil medakulan Bl
reformas pembanguinan 0 dist dan  ukuren | mendoking Hali Bagian lergintan pembinman Kementeriom
hubmuen di dan reformasl reformasi kmena kepatuhan den | meladial Huloom kepaiuhan dan Hulnam Hali
dasrah haikaam di hukum ds pembangunan | alnran kinera | Divis Setda ukuran kinege
Krnbupaien dan reformesi | pembangunan | Peraturan Eabupaten
Tabanan T hulnam di | den reformasl | Perundang- | Tabanan dan reformeas
melalui Kelnpmien hxidkewm di unstangas hulosm di
pelaksanaam Tahamnan Eabupaten dan Kabupaten
kegiatan meelaluid Talsanan Pemtrnaag ‘Talanag
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